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BAB I PENDAHULUAN 

 

A. LATAR BELAKANG 

CATAHU KOMNAS PEREMPUAN kembali mencatat bahwa pada 

tahun 2020 telah terdapat 406.178 kasus kekerasan terhadap perempuan 

atau wanita, dimana didalamnya termasuk 153 kasus perdagangan 

manusia.1 Hal ini jelas telah jauh bertentangan dengan nilai kemanusiaan 

sebagaimana yang diamanatkan sila kedua Pancasila serta alinea keempat 

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. 

Perdagangan orang telah banyak menyumbang kehancuran bagi masa 

depan generasi penerus bangsa. Hal ini dikarenakan perdagangan orang 

mampu mengakibatkan korban perdagangan orang mengidap berbagai 

penyakit serta mengalami trauma yang luar biasa.  

Persoalan terkait meningkatnya angka perdagangan orang terhadap 

perempuan juga terjadi di Kota Semarang. Tercatat pada tahun 2019 telah 

terjadi 10 kasus perdagangan orang menurut Legal Resource Center untuk 

Keadilan Jender dan Hak Asasi Manusia (LRC-KJHAM). LRC-KJHAM 

menyatakan bahwa jumlah kasus perdagangan manusia terbanyak terjadi di 

daerah-daerah dengan tingkat ekonomi masyarakat yang lemah.2 

                                                             
1 Komisi Nasional Perempuan, op, cit. 
2 https://serat.id/2019/07/25/kasus-kekerasan-seksual-di-jateng-masih-tinggi/, Pada 21 

April 2020. 

https://serat.id/2019/07/25/kasus-kekerasan-seksual-di-jateng-masih-tinggi/
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Keadaan yang sedemikian dilematik ini semakin diperparah dengan 

adanya paradigma sistem peradilan pidana yang hanya bertitik tolak pada 

balas dendam terhadap pelaku melalui ketentuan sanksi pidana yang ada, 

sementara perihal pemulihan hak dan kondisi korban perdagangan orang 

tidak pernah diperhatikan dengan baik.  

Hal ini dapat terlihat dalam pengaturan restitusi pada Undang-

Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana 

Perdagangan Orang. Perihal restitusi pada Undang-Undang Nomor 21 

Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang 

diatur dalam Pasal 48 hingga Pasal 50. 

Pasal 48 

(1) Setiap korban tindak pidana perdagangan orang atau ahli 

warisnya berhak memperoleh restitusi.  

(2) Restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa ganti 

kerugian atas:  

a. kehilangan kekayaan atau penghasilan;  

b. penderitaan;  

c. biaya untuk tindakan perawatan medis dan/atau psikologis; 

dan/atau  

d. kerugian lain yang diderita korban sebagai akibat 

perdagangan orang.  

(3) Restitusi tersebut diberikan dan dicantumkan sekaligus dalam 

amar putusan pengadilan tentang perkara tindak pidana 

perdagangan orang.  

(4) Pemberian restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dilaksanakan sejak dijatuhkan putusan pengadilan tingkat 

pertama.  

(5) Restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dititipkan 

terlebih dahulu di pengadilan tempat perkara diputus. 

(6) Pemberian restitusi dilakukan dalam 14 (empat belas) hari 

terhitung sejak diberitahukannya putusan yang telah 

memperoleh kekuatan hukum tetap.  

(7) Dalam hal pelaku diputus bebas oleh pengadilan tingkat banding 

atau kasasi, maka hakim memerintahkan dalam putusannya agar 
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uang restitusi yang dititipkan dikembalikan kepada yang 

bersangkutan. 

 

 

Pasal 49 

(1) Pelaksanaan pemberian restitusi dilaporkan kepada ketua 

pengadilan yang memutuskan perkara, disertai dengan tanda 

bukti pelaksanaan pemberian restitusi tersebut.  

(2) Setelah ketua pengadilan menerima tanda bukti sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1), ketua pengadilan mengumumkan 

pelaksanaan tersebut di papan pengumuman pengadilan yang 

bersangkutan.  

(3) Salinan tanda bukti pelaksanaan pemberian restitusi 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh 

pengadilan kepada korban atau ahli warisnya. 

 

Pasal 50 

(1) Dalam hal pelaksanaan pemberian restitusi kepada pihak korban 

tidak dipenuhi sampai melampaui batas waktu sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 48 ayat (6), korban atau ahli warisnya 

memberitahukan hal tersebut kepada pengadilan.  

(2) Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberikan 

surat peringatan secara tertulis kepada pemberi restitusi, untuk 

segera memenuhi kewajiban memberikan restitusi kepada 

korban atau ahli warisnya.  

(3) Dalam hal surat peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

tidak dilaksanakan dalam waktu 14 (empat belas) hari, 

pengadilan memerintahkan penuntut umum untuk menyita harta 

kekayaan terpidana dan melelang harta tersebut untuk 

pembayaran restitusi.  

(4) Jika pelaku tidak mampu membayar restitusi, maka pelaku 

dikenai pidana kurungan pengganti paling lama 1 (satu) tahun. 

 

Berdasarkan penjelasan di atas terlihat bahwa pada 

perkembangannya pemberlakuan restitusi3 menjadi suatu alternatif dalam 

                                                             
3 Restitusi adalah pemulihan hak-hak korban dari adanya suatu perbuatan tindak pidana di 

masyarakat. Galeway menyatakan bahwa tujuan dari restitusi adalah memulihkan kerugian yang 

diderita oleh korban akibat adanya suatu tindak pidana yaitu dengan cara memberikan sanksi 

yang tepat kepada terpidana dan mencegah terjadinya tindakan balasan terhadap korban. Di 

Indonesia sistem restitusi yang dianut adalah sistem pendekatan hak-hak prosedural, hal tersebut 

dengan tegas terlihat pada Undang-Undang Nomer 31 tahun 2016 dan Peraturan Pemerintah 
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upaya melindungi dan memulihkan hak-hak korban yang tercederai akibat 

adanya tindak pidana Perdagangan Orang. Perihal restitusi pada 

perkembangannya telah diatur dengan jelas pada United Nations 

Declaration on The Prosecution and Assistance of Crime Victims pada butir 

ke 4 part 1 General Principles.4 

Sementara itu perihal pengaturan restitusi dalam perturan hukum 

nasional diatur dengan jelas dalam Undang-Undang Nomer 31 Tahun 2014. 

Pada Pasal 1 angka 11  Undang-Undang Nomer 31 Tahun 2014 dinyatakan 

bahwa “restitusi adalah ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau 

keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga.” Selanjutnya Pasal 7A angka 1 

Undang-Undang Nomer 31 Tahun 2014 menyatakan bahwa: 

Korban tindak pidana berhak memperoleh restitusi berupa: 

a. ganti kerugian atas kehilangan kekayaan atau penghasilan; 

b. ganti kerugian yang ditimbulkan akibat penderitaan yang 

berkaiatan langsung sebagai akibat tindak pidana; dan/atau 

c. penggantian biaya perawatan medis dan/atau psikologis. 

 

Lebih lanjut Pasal 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomer 

43 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi 

Korban Tindak Pidana menyatakan bahwa: 

Restitusi bagi anak yang menjadi korban tindak pidana berupa: 

a. ganti kerugian atas kehilangan kekayaan; 

                                                             
Nomer 44 Tahun 2008. Adapun kelemahan dari sistem restitusi ini adalah hak yuridis dari korban 

sulit ditentukan akibat tidak jelasnya pemisahan antara kepetingan korban secara pribadi dengan 

kepentingan umum, dan kelemahan berikutnya adalah sistem restitusi yang dianut di Indonesia 

ini cenderung mudah untuk disalahgunakan. Lihat:  Ahmad Sofyan, Pemberian Restitusi 

Kepadan Korban Tindak Pidana Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia, Diakses Melalui 

business-law.binus.ac.id, Pada 12 Mei 2018,. 
4 Romli Atmasasmita, Penulisan Karya Ilmiah Tentang Masalah Santunan Terhadap 

Korban Tindak Pidana, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Kehakiman, Jakarta, 

1992, hlm. 4. 
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b. ganti kerugian atas penderitaan sebagai akibat tidak pidana; 

dan/atau 

c. penggantian biaya perawatan medis dan/atau psikologis. 

 

Pada perkembangannya pelaksanaan restitusi terhadap pemulihan 

korban perdagangan orang belumlah efektif, hal tersebut dikarenakan Pasal 

7 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomer 43 Tahun 2017 masih 

memuat syarat administrasi yang masih menyulitkan korban, sehingga 

seharusnya pihak yang berwenang dapat memfasilitasi dalam pemenuhan 

syarat administrasi sebagaimana yang diatur pada Pasal 7 Peraturan 

Pemerintah Republik Indonesia Nomer 43 Tahun 2017. Selain itu para 

pelaku tindak pidana enggan untuk membayarkan restitusi dengan alasan 

ketidakmampuan ekonomi, hal tersebut menjadi semakin tidak adil karena 

ketidaksanggupan pelaku untuk membayar restitusi hanya digantikan 

dengan pidana subsider berupa penjara selama 2 hingga 3 bulan. Sementara 

menurut Undang-Undang Nomor 21 Nomor 2007, pengganti pidana ganti 

rugi restitusi terhadap korban perdagangan orang hanya digantikan dengan 

pidana kurungan 1 tahun. Selain itu waktu penerimaan restitusi oleh anak 

korban perdagangan orang juga cukup lama mengingat proses peradilan 

yang lama, belum lagi pelaku yang berada di tahanan atau terkena pidana 

mati yang kemudian bisa menjadi alasan untuk tidak melakukan restitusi. 

Kemudian pada tahun 2018 pemerintah mengeluarkan peraturan 

Pemerintah Nomer 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, 

Dan Bantuan Kepada Saksi Dan Korban. Namun pada perkembangannya 

pelaksanaan kompensasi sebagai alternatif lain dari restitusi juga tidak 
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mudah, hal tersebut dikarenakan belum adanya lembaga yang ditunjuk pada 

Peraturan Pemerintah tersebut untuk menafsirkan besar kerugian yang 

diderita korban, selain itu juga belum diatur secara jelas institusi negara 

yang mana yang berwenag menyalurkan kompensasi dari negara kepada 

korban perdagangan orang terutama bagi kalangan perempuan. Selain itu 

syarat administrasi pengajuan permohonan kompensasi oleh korban yang 

begitu rumit akan menjadi masalah tersendiri pula bagi korban. Pada 

penjelasan yang ada terlihat jelas bahwa payung hukum terkait pemulihan 

hak dan kondisi korban perdagangan orang belum jelas dalam hal 

pelaksanaannya, adapun perihal pemulihan kondisi dan hak korban tindak 

pidana perdagangan orang baru secara khusus diatur untuk korban anak 

sebagaimana dituangkan dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah Republik 

Indonesia Nomer 43 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Restitusi Korban 

Tindak Pidana Perdagangan Orang. Keadaan ini semakin bertambah parah 

dengan tidak adanya formulasi Daerah terkait pemulihan hak dan kondisi 

korban baik secara materil maupun inmateril, hall ini jelas juga berimbas 

pada kurangnya efektifitas pemberantasan tindak pidana orang di berbagai 

daerah. Selain itu sebagian besar putusan peradilan hanya terfokus pada 

unsur-unsur dalam undang-undang yang berkaitan pada tindak pidana 

perdagangan orang bukan secara khusus pada undang-undang 

pemberantasan tindak pidana perdagangan orang. Hal ini salah satunya 

dapat terlihat dengan kasus pidana perdagangan orang di Kota Semarang 

dengan Nomer Perkara 49/Pid.Sus/2018/PN Smg. Pada perkara No. 
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49/Pid.Sus/2018/PN Smg tersebut hakim memutuskan bahwa terdakwa 

dibebaskan dari segala tntutan hukum karena hakim hanya melihat bahwa 

perbuatan terdakwa tidak cukup memenuhi unsur sebagaimana tertuang 

dalam  

Pasal 103 huruf E UU No. 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan 

Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri, tidak berdasarkan 

unsur-unsur yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 

Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Hal tersebut 

sangatlah tidak adil mengingat akibat dari persoalan perdagangan orang 

termasuk dapat berakibat pada kerugian fisik maupun psikis. Hingga saat 

ini belum dapat dikatakan bahwa kompensasi dan restitusi dapat 

memulihkan kerugian korban perdagangan orang secara psikis. Hal tersebut 

dikarenakan kekerasan psiskis dapat mengakibatkan dampak pendek 

maupun dampak panjang. Dampak pendek berupa terancamnya 

keselamatan korban, rusaknya struktur keluarga, dan kelainan jwa dan 

mental. Traumatik dan pengalaman menjadi korban tindak pidana 

perdagangan orang juga mengakibatkan korban dapat menjadi pelaku 

kekerasan di masa dewasanya apabila korban masih berusia anak-anak. Hal 

tersebut dapat terlihat dengan adanya gejala agresi, fobhia, imsomnia, 

rendah diri, dan depresi.5 

                                                             
5 Maria Advianti, KPAI: Pelaku Kekerasan Terhadap Anak Tiap Tahun Meningkat, 

Diakses Melalui www. KPAI.go.id, Pada 12 Mei 2018. Lihat juga: Margaretha, Rahmaniar 

Nuringtyas, dan Rani Rachim, Trauma Masa Kanak Dan Kekerasan Dalam Relasi Intim, Makara 

Seri Sosial Humaniora, 2013, hlm. 34. 
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Kondisi demikian jelas telah bertolak belakang dengan Sila Pertama, 

Sila Kedua, dan Sila Kelima Pancasila, serta Alinea Ke-Empat Pembukaan 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai 

tujuan bernegara, serta Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28G Ayat (1) dan Ayat 

(2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945  sebagai 

landasan dasar terkait HAM korban perdagangan manusia. 6 

Pada dasarnya Alquran juga melarang adanya perdagangan orang. 

Hal ini terlihat dalam surat Al-Israa ayat 70 yang menyatakan bahwa 

“manusia telah mendapatkan kemuliaan di antara para mahluk yang telah 

Allah SWT ciptakan bertebaran di muka bumi”. Sehingga konsekuensinya 

berupa adanya larangan memperbudak dan memperjual belikan manusia 

dikarenakan adanya keawjiban untuk senantiasa memuliakan sesama 

manusia. Hal ini jelas juga mengamantkan manusia sebagai mahluk 

sempurna yang diciptakan Allah SWT. merupakan khalifah yang memiliki 

tugas dalam menyebar kebaikan dan menjalankan berbagai perintah Allah 

SWT. yang salah satnya ialah melindungi dan menghargai sesama manusia 

terutama sesama muslim, amanah ini sebagaimana tertuang dalam surat Al-

Baqarah ayat 30. Maka dari itu menarik kiranya dibahas lebih dalam pada 

tesis ini terkait “ANALISIS SISTEM PERLINDUNGAN HUKUM 

                                                             
6 Anis Mashdurohatun, Penegakan Hukum Pidana Di Bidang Illegal Logging Bagi 

Kelestarian Lingkungan Hidup Dan Upaya Penanggulangannya, Jurnal Hukum Vol XXVI, No. 

2, Agustus 2011. 
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KEPADA KORBAN DALAM KASUS TINDAK PIDANA 

PERDAGANGAN ORANG DI INDONESIA”. 

 

B. RUMUSAN MASALAH 

1. Bagaimana sistem perlindungan korban tindak pidana perdagangan 

orang di Indonesia saat ini? 

2. Bagaimana kendala dalam memberikan perlindungan hukum kepada 

korban dalam kasus tindak pidana perdagangan orang? 

3. Bagaimana mengatasi kendala perlindungan hukum kepada korban 

dalam kasus tindak pidana perdagangan orang? 

C. TUJUAN PENELITIAN 

1. Untuk menganalisis sistem perlindungan korban tindak pidana 

perdagangan orang di Indonesia saat ini. 

2. Untuk menganalisis kendala dalam memberikan perlindungan hukum 

kepada korban dalam kasus tindak pidana perdagangan orang. 

3. Untuk menemukan jalan dalam mengatasi kendala perlindungan 

hukum kepada korban dalam kasus tindak pidana perdagangan orang. 

D. MANFAAT PENELITIAN 

Selain memiliki tujuan sebagaimana telah dijelaskan di atas, penelitian 

dalam tesis ini juga memiliki beberapa manfaat yang hendak dicapai juga, 

yaitu: 

a. Manfaat Teoretis 
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Hasil penelitian ini diharapkan mampu mendorong 

perkembangan pengetahuan interdisipliner terkait perlindungan 

korban Perdagangan Orang sehingga kajian-kajian yang dihasilkan 

lebih aktual dan terbaharukan. Mengingat tanggung jawab penyusunan 

pembangunan dan pelaksanaan politik hukum perlindungan korban 

perdagangan orang tidak hanya membutuhkan kajian ilmu tunggal 

melainkan membutuhkan sinergitas antar ilmu hukum, sosial, politik, 

ekonomi, budaya, sosiologi, dan filsafat. 

b. Manfaat Praktis 

Pada perspektif praktis, penelitian ini diharapkan dapat 

memberikan  masukan pada pemerintah (Presiden, Dewan Perwakilan 

Rakyat Republik Indonesia, Menteri Hukum Dan HAM, Menteri 

Sosial, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Anak Indonesia dan 

Kepolisian Republik Indonesia untuk memahami dan ikut serta secara 

bersama-sama memerangi dan memberantas perdagangan orang. 

E. KERANGKA KONSEPTUAL 

a. Tindak Pidana Perdagangan Orang 

Saat ini tindak pidana perdagangan orang (disingkat TPPO) 

merupakan kejahatan dengan bentuk dan modus operandi yang 

sangat kompleks karena terkait dengan bentuk-bentuk kejahatan 

baru, seperti white collar crime, organized crime dantransnational 
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crime.7 Perdagangan orang merupakan kejahatan yang sangat jahat 

yang mengalami pertumbuhan paling cepat di dunia.8 

Perdagangan orang juga menjadi salah satu dari lima kejahatan 

terbesar dunia yang harus ditanggulangi karena akibat yang 

ditimbulkannya tidak saja terkait dengan aspek ekonomi, tetapi juga 

menyangkut aspek-aspek politik, budaya dan kemanusiaan. Kelima 

kejahatan itu adalah perdagangan obat-obatan terlarang (narkotika), 

perdagangan senjata ilegal, perdagangan orang, hak kekayaan 

intelektual dan pencucian uang.9 

Kejahatan TPPO adalah kejahatan yang melibatkan tindakan 

perekrutan, pengangkutan, mentransfer, menyembunyikan atau 

menerima seseorang melalui penggunaan sarana kekerasan, 

pemaksaan atau lainnya, untuk tujuan mengeksploitasi mereka. 

TPPO menjadikan setiap tahun ribuan pria, wanita/perempuan dan 

anak-anak jatuh ke tangan pedagang, baik di negara mereka sendiri 

maupun di luar negeri. Setiap negara di dunia dipengaruhi oleh 

TPPO, baik sebagai negara asal, negara transit atau negara tujuan 

perdagangan orang. Perdagangan orang menjadi bisnis yang sangat 

menggiurkan. Uang yang beredar dalam bisnis haram ini menempati 

                                                             
7 Mahrus Ali dan Bayu Aji Pramono, Perdagangan Orang: Dimensi, Instrumen 

Internasional dan Pengaturannya di Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2011, hlm. vii. 
8 Sasha L. Nel, Victims of Human Trafficking: Are They Adequately Protected in The 

United States?, Chicago-Kent Journal Of International and Comparative Law, 2005, hlm. 3. 
9 Jr. LeRoy G. Pott, Global Trafficking in Human Beings: Assessing the Success of the 

United Nations Protocol to Prenet Trafficking in Persons, George Washington International Law 

Review, Volume 35, 2003, hlm. 27. 
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urutan ketiga setelah perdagangan narkotika dan penyelundupan 

senjata gelap.10 Pada perkembangannya terdapat beberapa defini 

terkait tindak pidana perdagangan orang, yaitu: 

1) Definisi perdagangan orang secara umum merujuk pada: 

perekrutan, transportasi, pemindahan, penempatan, ataupun 

penerimaan seseorang dengan ancaman atau penggunaan 

kekerasan, atau bentuk-bentuk paksaan lain, penculikan, 

penipuan, penyalahgunaan kekuasaan, pemberian atau 

penerimaan pembayaran, atau keuntungan untuk mendapatkan 

persetujuan seseorang yang memiliki kontrol/kendali terhadap 

orang lain dengan tujuan eksploitasi.11 Definisi pertama hanya 

memaknai perdagangan orang dengan eksploitasi seksual 

semata, sehingga memiliki ruang lingkup yang sangat sempit. 

Padahal perdagangan orang tidak hanya berkaitan dengan 

eksploitasi seksual, tetapi juga berkaitan dengan aspek lain, 

seperti kerja paksa (forced labor).12 

                                                             
10 Moises Na’im, The Fourth Annual Grotius Lecture: Five Wars of Globalization, 

American University of International Law Review, Volume 18, 2002, hlm. 3. 
11Fara Gold, Redefining the Slave Trade: The Current Trends in the International 

Trafficking of Women, University of Miami International and Comparative Law Review, Volume 

11, 2003, hlm. 103; Lihat juga: Elizabeth F. Defeis, “Protocol to Prevent, Sproutupress and 

Punish Trafficking in Persons-A New Approach”, ILSA Journal of International and 

Comparative Law, Volume 10, 2004, hlm. 488. 
12 Shelley Case Inglis, Expanding International and National Protections against 

Trafficking for Forced Labor Using A Human Rights Framework, Buffalo Human Rights Law 

Review, Volume 7, 2001, hlm. 59. 
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2) Protokol PBB Tahun 2000 untuk Mencegah, Menindak, dan 

Menghukum Perdagangan Orang, terutama Perempuan dan 

Anak-anak, Melengkapi Konvensi Perserikatan Bangsa-

Bangsa tentang Menentang Tindak Pidana Transnasional yang 

Terorganisasi (Protocol to Prevent, Suppress and Punish 

Trafficking in Persons, Especially Women and Children, 

Supplementing The United Nations Convention Against 

Transnational Organized Crime) disebut Protokol 

Perdagangan Orang (Protocol Trafficking In Persons) atau 

Protokol Palermo, yaitu:13 

a) The recruitment, transportation, transfer, harbouring or 

receipt of persons, by means of the threat or use of force 

or other forms of coercion, of abduction, of fraud, of 

deception, of the abuse of power or of a position of 

vulnerability or of the giving or receiving of payments or 

benefits to achieve the consent of a person having control 

over another person, for the purposes of exploitation. 

Exploitation shall include, at a minimum, the exploitation 

of the prostitution of others or other forms of sexual 

exploitation, forced labor or services, slavery or 

practices similar to slavery, servitude or the removal of 

                                                             
13 Janie Chuang, Beyond A Snapshot: Preventing Human Trafficking in the Global 

Economy, Indiana Journal of Global Legal Studies, Volume 13, 2006, hlm. 152. 
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organs.  Terjemahan: perekrutan, pengangkutan, 

pemindahan, penampungan atau penerimaan orang, 

dengan ancaman atau penggunaan kekerasan atau bentuk 

lain dari paksaan, penculikan, penipuan, penyesatan, 

penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, pemberian 

atau penerimaan pembayaran atau keuntungan untuk 

mencapai persetujuan dari seseorang yang memiliki 

kekuasaan atas orang lain, untuk tujuan eksploitasi. 

Eksploitasi meliputi, sekurang-kurangnya eksploitasi 

dalam pelacuran seseorang atau bentuk eksploitasi 

seksual lainnya, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan 

atau praktik-praktik serupa perbudakan, penghambaan, 

atau pengambilan organ-organ; 

b) The consent of the victim of trafficking to the intended 

exploitation set forth in subparagraph (a) shall be 

irrelevant where any of the means set forth in 

subparagraph (a) have been used. Terjemahan: 

Persetujuan dari seorang korban perdagangan orang atas 

eksploitasi sebagaimana yang diuraikan dalam huruf (a) 

pasal ini tidak akan relevan jika salah satu cara yang 

dijelaskan dalam huruf (a) telah digunakan; 

c) The recruitment, transportation, transfer, harbouring or 

receipt of persons, by means of the threat or use of force 
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or other forms of coercion, of abduction, of fraud, of 

deception, of the abuse of power or of a position of 

vulnerability or of the giving or receiving of payments or 

benefits to achieve the consent of a person having control 

over another person, for the purposes of exploitation. 

Exploitation shall include, at a minimum, the exploitation 

of the prostitution of others or ther forms of sexual 

exploitation, forced labor or services, slavery or 

practices similar to slavery, servitude or the removal of 

organs. Terjemahan: perekrutan, pengangkutan, 

pemindahan, penampungan atau penerimaan orang, 

dengan ancaman atau penggunaan kekerasan atau bentuk 

lain dari paksaan, penculikan, penipuan, penyesatan, 

penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, pemberian 

atau penerimaan pembayaran atau keuntungan untuk 

mencapai persetujuan dari seseorang yang memiliki 

kekuasaan atas orang lain, untuk tujuan eksploitasi. 

Eksploitasi meliputi, sekurang-kurangnya eksploitasi 

dalam pelacuran seseorang atau bentuk eksploitasi 

seksual lainnya, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan 

atau praktik-praktik serupa perbudakan, penghambaan, 

atau pengambilan organ-organ; 
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d) The consent of the victim of trafficking to the intended 

exploitation set forth in subparagraph (a) shall be 

irrelevant where any of the means set forth in 

subparagraph (a) have been used. Terjemahan: 

Persetujuan dari seorang korban perdagangan orang atas 

eksploitasi sebagaimana yang diuraikan dalam huruf (a) 

pasal ini tidak akan relevan jika salah satu cara yang 

dijelaskan dalam huruf (a) telah digunakan. 

3) Sementara itu pengertian TPPO menurut Pasal 1 butir 1 

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang 

Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU 

PTPPO) adalah Tindakan perekrutan, pengangkutan, 

penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan 

seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, 

penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, 

penyalahgunaan kekuasaan atau posisi. 

b. Perlindungan Hukum 

Pengertian perlindungan hukum adalah suatu perlindungan 

yang diberikan terhadap subyek hukun dalam bentuk perangkat 

hukum baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, 

baik yang tertulis maupun tidak tertulis.14 Dengan kata lain 

                                                             
14 Syaeful Bahri, Jawade Hafidz, Penerapan Asas Pacta Sunt Servanda Pada Testament 

Yang Dibuat Di Hadapan Notaris Dalam Perspektif Keadilan, Jurnal Akta, Vol. 4, 2017, hlm 134. 

http://repository.unissula.ac.id/id/eprint/9775
http://repository.unissula.ac.id/id/eprint/9775
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perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum, 

yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, 

ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.15 

Adapun pendapat yang dikutip dari bebearpa ahli mengenai 

perlindungan hukum sebagai berikut: 

1) Menurut Satjipto Rahardjo perlindungan hukum adalah adanya 

upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara 

mengalokasikan suatu Hak Asasi Manusia kekuasaan 

kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya 

tersebut.16 

2) Menurut Setiono perlindungan hukum adalah tindakan atau 

upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-

wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, 

untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga 

memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai 

manusia.17 

3) Menurut Muchsin perlindungan hukum adalah kegiatan untuk 

melindungi individu dengan menyerasikan hubungan nilai-

                                                             
15 Rahayu, Pengangkutan Orang, etd.eprints.ums.ac.id. Peraturan Pemerintah RI, Nomor 

2 Tahun 2002 Tentang Tatacara Perlindungan Korban dan Saksi Dalam Pelanggaran Hak Asasi 

Manusia Yang Berat Undang-Undang RI, Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan 

Kekerasan Dalam Rumah Tangga. 
16 Satjipto Rahardjo, Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia, Kompas, 2003, Jakarta, hlm. 

121. 
17 Setiono, “Rule of Law”, (Surakarta: Disertasi S2 Fakultas Hukum, Universitas Sebelas 

Maret, 2004), hlm.3 
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nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan 

tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam 

pergaulan hidup antara sesama manusia.18 

4) Menurut Hetty Hasanah perlindungan hukum yaitu merupakan 

segala upaya yang dapat menjamin adanya kepastian hukum, 

sehingga dapat memberikan perlindungan hukum kepada 

pihak-pihak yang bersangkutan atau yang melakukan tindakan 

hukum.19 

Menurut Muchsin, perlindungan hukum merupakan kegiatan 

untuk  melindungi individu dengan menyerasikan hubungan nilai-

nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan 

dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antar 

sesama manusia. Sejalan dengan itu, Muchsin juga menyatakan 

perlindungan hukum merupakan suatu hal  yang melindungi subyek-

subyek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku 

dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Perlindungan 

hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:20 

1) Perlindungan Hukum Preventif 

                                                             
18 Muchsin, Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia, (Surakarta: 

Disertasi S2 Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, 2003), hlm. 14 
19Hetty Hasanah, “Perlindungan Konsumen dalam Perjanjian Pembiayaan 

Konsumenatas Kendaraan Bermotor dengan Fidusia”, artikel diakses pada 1  Juni 2015 

darihttp://jurnal.unikom.ac.id/vol3/perlindungan.html. 
20 Satjipto Rahardjo, op, cit. 
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Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan 

tujuan untuk mencegah  sebelum terjadinya pelanggaran. Hal 

ini terdapat dalam peraturan perundangundangan dengan 

maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan 

rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan sutu 

kewajiban 

2) Perlindungan Hukum Represif 

Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan 

akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman 

tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau 

telah dilakukan suatu pelanggaran. 

Menurut Philipus M. Hadjon, bahwa sarana perlindungan 

Hukum ada dua macam, yaitu:21 

1) Sarana Perlindungan Hukum Preventif 

Pada perlindungan hukum preventif ini, subyek hukum 

diberikan kesempatan  untuk mengajukan keberatan atau 

pendapatnya sebelum suatu keputusan  pemerintah mendapat 

bentuk yang definitif. Tujuannya adalah mencegah terjadinya 

sengketa. Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya 

bagi tindak pemerintahan yang didasarkan pada kebebasan 

bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum yang 

                                                             
21 Loc, cit. 
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preventif pemerintah terdorong untuk bersifat hati-hati dalam 

mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi. Di 

Indonesia belum ada pengaturan khusus mengenai 

perlindungan hukum preventif. 

2) Sarana Perlindungan Hukum Represif 

Perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk 

menyelesaikan sengketa. Penanganan perlindungan hukum 

oleh Pengadilan Umum dan Pengadilan Administrasi di 

Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum ini. Prinsip 

perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu 

dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan 

perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut 

sejarah dari barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan 

dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan 

kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban 

masyarakat dan pemerintah. Prinsip kedua yang mendasari 

perlindungan hukum terhadap tindak pemerintahan adalah 

prinsip negara hukum. Dikaitkan dengan pengakuan dan 

perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, pengakuan dan 

perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia mendapat tempat 

utama dan dapat dikaitkan dengan tujuan dari negara hukum. 

c. Nilai 
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Menurut Driyakara nilai adalah hakekat suatu hal yang 

membuat hal tersebut layak untuk dikejar. Semtara Fraenkel 

menyatakan bahwa nilai merupakan idea atau konsep yang bersifat 

abstrak tentang apa yang dipikirkan dan dianggap penting oleh 

seseorang, dan biasanya berkaitan dengan estetika, etika pola prilaku 

dan logika benar atau salah. Selanjutnya Kuntjaraningrat menyatakan 

bahwa nilai adalah konsep-konsep yang hidup dalam alam pikiran 

keluarga dan masyarakat tentang sesuatu yang benar dan bernilai 

dalam hidup. John Dewey mengatakan bahwa value is any object of 

social interest. Kemudian Endang Sumantri menjelaskan bahwa nilai 

ialah sesuatu yang berharga, penting, berguna, dan menyenangkan 

dalam kehidupan manusia yang dipengaruhi oleh pengetahuan dan 

sikap berdasarkan perkembangan diri dan nurani manusia. Kosasih 

Jahiri menekankan bahwa nilai merupakan tuntunan mengenai apa 

yang baik, benar dan adil. kemudian M. I. Soelaeman, nilai adalah 

sesuatu yang berkaitan tentang perintah agama terkait larangan, 

perintah, dorongan, pencegahan, pujian, kecaman, harapan, 

penyesalan, ukuran kebaikan dan keburukan, ukuran kebenaran dan 

kesalahan, patuh dan tidak patuh.22 

F. KERANGKA TEORITIK 

1. Teori Hukum Berjenjang Hans Nawiasky 

                                                             
22 Sofyan Sauri, Pengertian Nilai, Diakses Melalui file.upi.edu, Pada 12 April 2019. 
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Berkaitan dengan sistem hukum, Hans Kelsen menyatakan 

bahwa suatu sistem hukum merupakan suatu proses terus menerus 

yang dimulai dari yang abstrak menjadi yang positif dan akhirnya 

menjadi nyata. Dalam perkataan lain menurut Kelsen, suatu norma 

dibuat menurut norma yang lebih tinggi dan norma yang lebih tinggi 

ini pun dibuat menurut norma yang lebih tinggi lagi, dan demikian 

seterusnya hingga norma yang tertinggi tidak dibuat oleh norma lagi 

melainkan ditetapkan terlebih dahulu oleh masyarakat (pre-

supposed). Adapun menurut Kelsen, urutan norma dimulai dari 

Grundnorm (norma dasar) yang bersifat abstrak (relatif) dijabarkan 

ke dalam Generallenorm (norma positif) dan selanjutnya  

diindividualisasikan menjadi Concretenorm (norma nyata atau 

konkret). Dari penjelasan tersebut dapat dipahami bahwa pada 

dasarnya Stufenbautheorie merupakan suatu proses konkretisasi 

(konkretisierung) oleh karenanya keseluruhan norma hukum mulai 

dari norma hukum tertinggi sampai ke yang terendah merupakan satu 

kesatuan dalam susunan yang teratur (samenhangende eenheid) dan 

logis (logische stufenbau), sehingga tidak ada pertentangan atau 

kontradiksi. 23  

                                                             
23 Rosjidi Ranggawidjaja, Pengantar Ilmu Perundang-Undangan Indonesia, Mandar 

Maju, Bandung, 1998, hlm. 26., lihat juga: Hans Kelsen, General Theory of Law and State, Russel 

& Russel,New York 1935, hlm. 35., sebagaimana dikutip Maria Farida Indrati S., Ilmu 

Perundang-Undangan: Jenis, Fungsi dan Materi Muatan, Buku 1, Kanisius,Yogyakarta, 2007, 

hlm. 41. 
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Agar keberadaan hukum sebagai suatu sistem tetap dapat 

dipertahankan maka ia harus mampu mewujudkan tingkat kegunaan 

secara minimum. Tingkat kegunaan suatu norma ini dapat terwujud 

apabila: 

(1) Ketaatan warga dipandang sebagai suatu kewajiban yang 

dipaksakan oleh norma; 

(2) Perlu adanya persyaratan berupa sanksi yang diberikan oleh 

norma. 

Berdasarkan penjelasan di atas, dapatlah disimpulkan bahwa 

institusi hukum dipahami sebagai suatu sistem maka seluruh tata 

aturan yang berada didalamnya tidak boleh saling bertentangan. 

Sehingga setiap pembentukan dan penegakan hukum harus mampu 

menerima masukan dari bidang-bidang lain yang pada akhirnya 

menghasilkan keluaran yang disampaikan ke masyarakat.24 

Friedman menggambarkan keterpautan itu dengan mengatakan:25 

“the heart of the system is the way in turning input into output, 

the structure of the legal like system is like some gigantic 

computer program, ended to deal with million problems that 

are fed dialing into the machine.” 

 

Pendapat Hans Kelsen bahwa sistem hukum selalu berlapis-

lapis dan berjenjang-jejang dikuatkan pula oleh Hans Nawiasky. 

Dalam die Theorie vom Stufenordnung der Rechtsnormen, ia juga 

                                                             
24 Esmi Warassih, Pranata Hukum, Sebuah Telaah Sosiologis, Badan Penerbit Universitas 

Diponegoro, Semarang, 2011, hlm. 33. 
25 L. M. Fiedman, Legal System, Russel  Sage Foundation, USA, 1975, hlm. 12.  
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berpendapat bahwa selain berlapis-lapis dan berjenjang-jenjang, 

norma-norma hukum juga berkelompok-kelompok, dan 

pengelompokan norma hukum dalam suatu negara itu terdiri atas 

empat kelompok besar, yakni:26 

a) Staatsfundamentalnorm (Norma Fundamental Negara); 

b) Staatsgrundgesetz (Aturan Dasar Negara / Aturan Pokok 

Negara); 

c) Formell Gezets (Undang-undang Formal); 

d) Verordnung & Autonome Satzung (Aturan Pelaksana & Aturan 

Otonom). 

Sekalipun mempunyai istilah yang berbeda dalam setiap 

kelompoknya, kelompok-kelompok norma hukum tersebut hampir 

selalu ada dalam tata susunan norma hukum setiap negara. 

Berdasarkan uraian dimuka maka dapat dipahami bahwa dalam 

norma-norma hukum yang tersusun berjenjang-jenjang dan berlapis-

lapis, serta berkelompok-kelompok, menunjukkan suatu garis politik 

hukum. Hal tersebut dikarenakan norma dasar yang berisi cita-cita 

sosial dan penilaian etis masyarakat dijabarkan dan dikonkretisasi ke 

dalam norma-norma hukum yang lebih rendah. Hal tersebut 

menunjukkan bahwa adanya suatu tuntutan masyarakat baik itu cita-

                                                             
26 Hans Nawiasky, Allgemeine Rechtslehre als System der rechtlichen Grundbegriffe, 

Cetakan 2, Einseideln / Zurich / Koln, Benziger, 1948, hlm. 31. dan seterusnya, sebagaimana 

dikutip Maria Farida Indrati S., Op.Cit., hlm. 44-45. 
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cita sosial maupun penilaian etis masyarakat ingin diwujudkan dalam 

suatu kehidupan sosial melalui norma-norma hukum yang 

diciptakan. Norma-norma hukum yang tersusun berjenjang-jenjang 

dan berlapis-lapis tersebut menunjukkan pula adanya suatu garis 

sinkronisasi antara norma hukum yang lebih tinggi dan norma hukum 

yang lebih rendah. Hal tersebut dikarenakan norma hukum yang 

lebih rendah berlaku, bersumber, berdasar, dan oleh karenanya tidak 

boleh bertentangan dengan pada norma hukum yang lebih tinggi. 

Teori ini digunakan untuk melihat relasi antar peraturan hukum 

baik secara vertikal maupun horizontal, guna mengetahui 

harmonisasi dan sinkronisasi antar peraturan hukum terkait 

perlindungan korban perdagangan orang. 

2. Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman Sebagai Middle Theory 

Lawrence M. Friedmen. Lawrence M. Friedman menyatakan  

bahwa hukum itu terdiri dari komponen struktur, substansi dan 

kultur.27 

a) Komponen struktur yaitu kelembagaan yang diciptakan oleh 

sistem hukum itu dengan berbagai macam fungsi dalam rangka 

mendukung bekerjanya sistem tersebut. Komponen ini 

dimungkinkan melihat bagaimana sistem hukum itu 

memberikan pelayanan terhadap penggarapan bahan-bahan 

                                                             
27 Esmi Warassih, Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis, (Semarang: Badan Penerbit 

Universitas Diponegoro, 2011), hlm. 28. 
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hukum secara teratur. 

b) Komponen substantif, yaitu sebagai output dari sistem hukum, 

berupa peraturan-peraturan, keputusan-keputusan yang 

digunakan baik oleh pihak yang mengatur maupun yang diatur. 

c) Komponen kultur, yaitu  terdiri dari nilai-nilai, sikap-sikap, 

persepsi, custom, ways of doing, ways of thinking, opinion yang 

mempengaruhi bekerjanya hukum oleh Lawrence M. Friedman 

disebut sebagai kultur hukum. Kultur hukum inilah yang 

berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan antara 

peraturan hukum dengan tingkah laku hukum seluruh warga 

masyarakat. 

Pandangan dari Friedman tersebut dapat digambarkan dengan 

bagan sebagai berikut:28 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

Bagan I: 

Penjelasan Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman 

 

                                                             
28 Mahmutarom, HR., Rekonstruksi Konsep Keadilan, Studi Perlindungan Korban Tindak 

Pidana Terhadap Nyawa Menurut Hukum Islam, Konstruksi Masyarakat, Dan Instrumen 

Internasional, UNDIP, Semarang, 2016, hlm. 289. 

SUBSTANSI HUKUM 
PERATURAN/KEBIJAKAN 

TERTULIS & TIDAK TERTULIS

STRUKTUR HUKUM
INSTITUSI PEMERINTAH, 

APARAT PENEGAK HUKUM & 
PERADILAN

KULTUR HUKUM
NILAI-NILAI, CARA PANDANG, 

DAN KEBIASAAN DALAM 
MASYARAKAT



27 
 

Teori ini digunakan untuk menganalisis dan 

mendeskripsikan kelemahan-kelemahan dalam 

pelaksanaan kebijakan terkait perlindungan korban tindak 

pidana perdagangan orang. 

G. METODE PENELITIAN 

1) Jenis Penelitian 

Jenis penelitian hukum yang digunakan adalah yuridis 

sosiologis. Dalam penelitian hukum yuridis empiris ini hukum 

dikonsepkan sebagai manifestasi makna-makna simbolik para pelaku 

sosial sebagaimana tampak dalam interaksi antar mereka. Bahwa 

realitas kehidupan yang sesungguhnya tidaklah eksis dalam alam 

empiris yang juga alam amatan, tidak menampak dalam wujud 

perilaku yang terpola dan terstruktur secara objektif (apalagi normatif) 

dan oleh karenanya bisa diukur untuk menghasilkan data-data yang 

kuantitatif. Realitas kehidupan itu sesungguhnya hanya eksis dalam 

alam makna yang menampak dalam bentuk simbol-simbol yang hanya 

bisa dimengerti sesudah ditafsir. Realitas yang demikian itu tidaklah 

dapat dengan mudah “ditangkap” lewat pengamatan dan pengukuran 

dari luar. Realitas-realitas tersebut hanya mungkin “ditangkap” 

melalui pengalaman dan penghayatan-penghayatan internal yang 

membuahkan gambaran pemahaman yang lengkap.29 

                                                             
29Soetandyo Wignjosoebroto, Hukum, Paradigma, Metode, dan Dinamika Masalahnya, 

HUMA,Jakarta,2002, hlm.198. 
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Karena realitas (hukum) adalah bagian dari alam makna/ 

simbolis yang hanya dapat dipahami lewat pengalaman internal para 

subjek pelaku maka apa yang akan tertangkap dan teridentifikasi 

sebagai masalah tidak lain daripada apa yang dijumpai oleh para 

subjek pelaku lewat partisipasi, pengalaman dan penghayatan mereka 

dalam kehidupan yang dijalani. Maka, masalah yang akan terlihat oleh 

subjek-subjek pengamat (bukan pelaku) yang non-partisipan, 

betapapun tinggi keahliannya dan betapapun besar kewenangannya di 

dalam hal pengendalian sistem, hasil yang mereka peroleh lewat 

pengamatan itu tidak akan (selalu) sama dengan apa yang terpersepsi 

dan teridentifikasi oleh subjek-subjek pelaku yang berpartisipasi 

dalam aksi-aksi dan interaksi-interaksi setempat.30 

2) Jenis Data Penelitian 

a. Data Primer 

Adalah keterangan atau informasi yang diperoleh secara 

langsung melalui penelitian di lapangan. Data primer ini 

dilakukan dengan cara mengadakan wawancara mendalam yakni 

suatu cara untuk memperoleh informasi dengan bertanya secara 

langsung kepada pihak informan. Wawancara ini dilakukan 

untuk memperoleh informasi atau keterangan yang berhubungan 

dengan masalah yang diteliti. Dalam hal penyusunan kebijakan 

                                                             
30 Loc.Cit. 



29 
 

di terkait hukum perlindungan korban perdagangan orang maka 

setidaknya terdapat beberapa instansi pemerintahan yang akan 

dijadikan informan antara lain : Birokrat terkait, Pengadilan, 

Kejaksaan, Kepolisian, Pelaku, Korban, dan Kalangan 

Akademisi, serta Lembaga Swadaya Masyarakat yang konsen 

dalam persoalan tindak pidana perdagangan orang. 

b. Data Sekunder 

Adalah keterangan atau informasi yang diperoleh dari 

literatur yang berhubungan dengan obyek penelitian tersebut 

seperti buku, peraturan perundang-undangan maupun dokumen-

dokumen dari instansi yang bersangkutan. Studi 

kepustakaan/data sekunder terdiri dari : 

1) Bahan Hukum Primer 

Landasan yuridis yang berkaitan dengan persoalan 

tindak pidana perdagangan orang pada dasarnya 

terangkum dalam peraturan perundang-undangan yang 

terbagi dalam beberapa tingkatan. Adapun bahan hukum 

yang dimaksud yaitu : 

a) Peraturan Perundang-Undangan sebagai berikut : 

(1) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 



30 
 

(2) Undang-Undang Nomer 68 Tahun 1958 

Tentang Pengesahan Konvensi Hak Politik 

Perempuan; 

(3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomer 7 

Tahun 1984 Tentang Pengesahan Konvensi 

Mengenai Penghapusan Segala Bentuk 

Diskriminasi Terhadap Wanita; 

(4) Undang-Undang Nomer 39 Tahun 1999 

Tentang Hak Asasi Manusia; 

(5) Undang-Undang Nomer 23 Tahun 2004 

Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam 

Rumah Tangga;  

(6) Undang-Undang Nomer 11 Tahun 2005 

Tentang Pengesahan International Convenant 

on Economic, Social and Culture Right; 

(7) Undang-Undang Nomer 12 Tahun 2005 

Tentang Pengesahan International Convenant 

on Civil and Political Rights; dan 

(8) Undang-Undang Nomer 21 Tahun 2007 

Tentang Pemberantasan Perdagangan 

Manusia. 

b) Peraturan Hukum Lain yang Berkaitan : 
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(1) Peraturan Pemerintah Nomer 44 Tahun 2008 

Tentang Restitusi; 

(2) Peraturan Pemerintah Nomer 43 Tahun 2017 

Tentang Restitusi;  

(3) Instruksi Presiden Nomer 9 Tahun 2000 

Tentang Pengarusutamaan Gender Dalam 

Pembangunan Nasional; 

(4) Rancangan Undang-Undang Penghapusan 

Perdagangan orang. 

2) Bahan Hukum Sekunder 

a) Kepustakaan, buku serta literatur; 

b) Karya Ilmiah; 

c) Referensi-Referensi yang relevan. 

3) Bahan Hukum Tersier 

a) Kamus hukum; dan 

b) Ensiklopedia. 

3) Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah sebagai berikut: 

a. Studi Pustaka 

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini pertama 

akan dilakukan studi pustaka dengan melakukan kajian hukum 

secara normatif dalam proses analisis penyusunan kebijakan 
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terkait persoalan ketidakadilan Pelaksanaan Perlindungan Dan 

Pemulihan Hak Korban Perdagangan orang. 

b. Observasi 

Setelah dilakukan studi pustaka pada penelitian ini 

kemudian dilakukan observasi dilapangan untuk mendapatkan 

beberapa informasi terkait terkait persoalan ketidakadilan 

pelaksanaan Pelaksanaan Perlindungan Dan Pemulihan Hak 

Korban Perdagangan orang, informasi yang akan diperoleh dari 

hasil observasi antara lain: ruang (tempat), pelaku, kegiatan, 

objek, perbuatan, kejadian atau peristiwa, waktu, dan persepsi. 

c. Wawancara mendalam 

Setelah melakukan studi pustaka dan observasi langsung 

di lapangan kemudian peneliti akan melakukan wawancara 

mendalam dimana dalam proses wawancara ini akan terjadi 

proses interaksi dialog antara peneliti dengan para informan. 

Wawancara merupakan instrumen utama untuk memperoleh 

data lapangan berdasarkan hasil wawancara dari key informan 

(informan utama). Informan ditentukan terlebih dahulu  atau  

non-purposive random sampling sesuai dengan  persoalan dalam 

penelitian ini. 

 

 

 


